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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat
dalam penyeienggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun
sistcm pecnyclenggaraan Pclayanan Publik yang adil, transparan, dan
akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan
adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan
masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan

publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96
Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi
penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian
kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik
akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan

standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu penyedia layanan
publik di Provinsi Sumatera Barat, maka periu diselenggarakan survei
atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap
pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas
kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode
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pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyvarakat,

maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan
masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus
melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera
dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan

masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
e Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat
masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan
oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :
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1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna i
n
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih
inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik y

ahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur

dalam penyelenggara pelayanan publik;
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. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan

oleh unit pelayanan publik secara periodik;

. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya

tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan
Masyarakat;

. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap

hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat

dan Daerah;

. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada

lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan

kinerja pelayanan;

. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit

pelayanan.
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BAB 11

ENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan membentuk tim
pelaksana kegiatan Survel Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei
(SKM) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Tahun 2025.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner
secara online yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri
atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kcpuasan Masyarakat Unit Penyclenggara Pclayanan Publik. Kescmbilan
unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kabupaten

Kepulauan Mentawai yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adala
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pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,

termasuk pengaduan.

(@8]

. Waktu pemyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari
setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada

penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan
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dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis
pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis peilayanan.
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{ompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan

vang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan
pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu vang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedungj.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit
pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian
kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan
secara online dan hasilnya dapat diperoleh secara online juga. Dengan cara
ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari
unit pelayanan yang bersangkutan.
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu

yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:



Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlahb
Hari Kerja
1. | Persiapan Juli 2025 8
2 Pengumpulan Data Agustus-September 60
2025

3 Pengelahan Data dan Analisis | Oktober 2025 10
Hasil

4 Penyusunan dan DPelaporan | Cktober 2025 S5
Hasil

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah
populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan
pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan periode
survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan
tahun 2025, maka popuiasi penerima layanan pada Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 200
orang.  Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis
pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari
Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah
minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode
SKM adalah 150 orang.
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BAB III
HASIL PENGCLAIIAN DATA SKM
1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima

layanan yang diperoleh yaitu 250 orang responden, sehingga diambil

sampel dengan jumiah 150 dengan rincian sebagai berikut :

No | Karakteristik Indikator Jumlah | Persentase
1 | Jenis kelamin | Laki-Laki 106 70%
Perempuan 44 30%
2 | Pendidikan Sb 0 0%
SLTP 0 0%
SLTA 51 34%
D1-DIII 7 5%
SI 67 45%
S2 25 16%
3 | Pekerjaan PNS 85 56%
Pcgawai Kontrak 30 20%
Honorer 15 10%
Aparatur desa 17 12%
Lainnya 3 2%
4 Layanan keterangan
Jenis layanan | pebas temuan
Layanar bebas
hukuman Disiplin
Layanan Kiinik
Konsultasi
Layanan  pengaduan
masyarakat
Layanan LHKPN
Layanan pengendalian
gratifilzasi
Layanan lainnya




1.2.Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Peraturan ini mengatur tentang
nilai interval dan nilai interval konversi nilai mutu pelayanan dan kinerja

Unit Pelayanan sebagai berikut :

v

Nilai Nilai Internal Nilai Interval Mutu Kinerja
Persepsi Konversi Pelayanan Unit
(NIK) Pclayanan
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak
Raik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang
Baik
3 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 Baik
- 3,5324 - 4,00 88.31 - 100 Sangat
Baik

Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan

untuk dalam melakukan penilaiaian terhadap survey Kepuasan
Masyarakat. Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data

SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan
Ul U2 |U3 (U4 |US5 (U6 (U7 (U8 |U9
IKM per unsur 3,200 |3,1731 3,160/ 4,000 | 3,187| 3,200/ 3,233 | 2,980 | 3,647
Kategori B B B A B | B B | C A
IKM Unit

86,03 (B atau Baik)




"

Dari hasil survey yang dilaksanakan telah diperoleh data setiap unsur pelayanan.
Nilai tersebut menggambarkan tingkat pelayanan dari Inspektorat kepada
masyarakat. Tingkat pelayanan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

IKM PER UNSUR PADA INSPEKTORAT TAHUN 2024

— KM PER UNSUR PADA INSPEKTORAT TAHUN 2024

= Series1

Berdasarkan indeks kepuasan masyarakat tersebut dapat dijelaskan
bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Inspektora

berada pada predikat Baik dengan nilai 86.03.
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ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Penanganan Pengaduan pengguna layanan mendapatkan nilai
terendah yaitu 2,98 dengan predikat C. Berdasarkan rekapitulasi
pada indikator penanganan pengaduan pengguna layanan, dapat
dijelaskan bahwa penerima layanan menjawab dikelola dengan sangat
baik sebanyak 24 orang ataun 16,00% , sedangkan respond

menjawab berfungsi kurang maksimal sebanyak 99 orang atau
66,0%, selain itu ada yang menjawab tidak berfungsi dengan baik
sebanyak 27 orang atau 18% dari jumlah responden sebanyak 150
orang. Yang menjawab tidak ada layanan sebanyak 0%. Untuk lebih

jelasnya dapat digambarkan pada gratik berikut ini :

Penanganan Pengaduamn

m Series1
m Series2

2. Ada 2 (dua) unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu : Kewajaran
Biaya/ tarif dalam pelayanan dengan nilai : 4,00 dan layanan Kualitas
Sarana dan Prasarana dengan nilai : 3,65 dan keduanya mendapatkan

mutu pelayanan dengan predikat A.



. Kesesuaian/
Kewajaran Biaya
120,00 100,00
100,00 -
80,00 -

60,00 -
‘ 40,00 -
| 20,00 g 00 0,00 0,00
| 0,00 : : ,
3 1 2 3 4

Berdasarkan grafik kesesuaian /kewajaran biaya, semua pengguna layanan
sebanyak 150 orang menjawab bahwa Inspektorat tidak menetapkan
biaya/gratis, ini disebabkan juga oleh karena tidak ada pungutan biaya
dalam mengurus layanan yang diberikan Inspektorat.

Kualitas Sarana dan Prasarana
120 e

100

Berdasarkan grafik kualitas sarana dan prasarana, pengguna layanan
sebanyak 150 orang menjawab bahwa 3 orang menjawab cukup, 47
menjawab baik dan 100 orang menjawab sangat baik. Hal ini dapat
dijelaskan karena Inspektorat terus berbenah untuk meningkatkan sarana

dan prasarana untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

12



Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk,
diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan

dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

e Layanan konsultasi lebih ditingkatkan lagi
e Fungsi pengawasan harus di maksimalkan terhadap pelaksanaan
kegiatan-kegiatan OPD. Agar hasil pekerjaan yang di hasilkan
berkualitas.
e Tingkatkan SDM sarana dan prasarana serta sosialisasikan
pcraturan tcrbaru
e Agar pelayanan lebih ditingkatkan lagi.
Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat
digambarkan sebagai berikut :

e Fasilitas pelayanan agar dibuat senyaman mungkin
e Diperlukan ruang khusus pelayanan untuk masyarakat

e Jika ada pengaduan dari masyarakat agar segera ditindaklanjuti.

e Pengaduan masyarakat yg mengatas namakan organisasi tertentu
bukan masyarakat setempat perlu dicermati

keberadaan/kepengurusan/kepentingannya.

4.2.Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa dalam rangka perbaikan kualitas pelayan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik diperlukan
penanganan dan tindak lanjut. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan
dan direncanakan tindak lanjut perbaikannya. Rencana tindak lanjut
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling
rcndah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui
Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada

tanggal 13 November 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak
lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan),
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jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka
panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM
dituangkan dalam tabel berikut:

Waktu
Prioritas Penanggung
No. Ussus Program / Kegiatan rw T T™w | TW | TW Wi
1 il I v
1 | Pelayanan Pemberiar Layanan | N vV Sekretariat
secara secara “online” Inspektorat
Online
Pelatihan SDM kepada | N Ragian
admin Layanan Umum
2 | Fungsi Kegiatan Klinik | vV Irban
Pengawasan | Konsultasi secara Wilayah
Online dan  Tatap
Muka
Adanya ruangan N v | Irban
khusus untuk Wilayah
Konsultasi
3 | Fungsi Sosialisasi kepada | V N V| Irban Wilayah
Konsultasi masyarakat dan dilakukan
dan verifikasi  kepada anggota
Pengaduan organisasi masyamkat vang
Masyarakat | menyampaikan pengaduan (

4.3 .Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks Kkinerja unit pelayanan secara
berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam
menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan
berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan
evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai
bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat
kecenderungan (tren) layanan pubiik yang teiah diberikan penyelenggara
kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Tren tingkat kepuasan penerima layanan di Inspektorat Kabupaten

Kepulauan Mentawai dapat dilihat melalui grafik berikut :
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NILAI SKM INSPEKTORAT TAHUN

2022-2025
88,00
86,03
86,00 84,80
84,00
82,00

82,00
80,00

78,30
78,00
76,00
74,00

2022 2023 2024 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022
hingga 2025 pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang setiap
tahunnya terus mengalami peningkatan dan diharapan peningkatan
ini berimplikasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna

layanan.
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selama satu periode mulai bulan Juli hingga Oktober 2025, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

Mentawai, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik
dengan nilai SKM 86,03. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SKM
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan konsistensi
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022
hingga 2025.

. Unsur pelayanan yang termasuk unsur

\»)

perbaikan yaitu Penanganan pengaduan, pengguna layanan dengan
nilai : 2,980.

3. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu : Kewajaran Biaya/tarif
dalam pelayanan dengan nilai : 4,00 dan layanan Kualitas Sarana dan
Prasarana dengan nilai : 3,65 dan keduanya mendapatkan mutu

pelayanan dengan predikat A.

Dari hasil di atas didapatkan bahwa secara keseluruhan untuk Indeks
kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Mentawai didapatkan nilai 86,03 dengan kategori Baik dan
diharapkan predikat ini lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang.
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LAMPIRAN

1. Kuesioner

CONTOH KUESIONER

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DISDUKCAPIL KOTA PALU

Tanggal :

HEGENGEEEE

Waktu :

[]08.00 - 12.00*

[]13.00 - 17.00*

Jenis Layanan yang diterima :

Profil Responden

Jenis Kelamin : DL DP

Usia : [:} Tahun

Pendidikan : []sp [[]smp [Isma [Jst [s2 []s3
D PNS I:I TNI [ |Poli | |Swasta | |Wirausaha
Pekerjaan :
D LODIPEY osssommmsvessas
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode angka sesuai jawaban masy sponden)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang Kesesuaian 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. kemampuan petugas dalam pelayanan.
1. Tidak sesuai 1. Tidak kompeten
2. Kurang sesuai 2. Kurang kompeten
3. Sesuai 3. Kompeten
4. Sangat sesuai 4. Sangat kompeten
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan 7. Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam
prosedur pelayanan di unit ini. pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
1. Tidak mudah 1. Tidak sopan dan ramah
2. Kurang mudah 2. Kurang sopan dan ramah
3. Mudah 3. Sopan dan ramah
4. Sangat mudah 4. Sangat sopan dan ramah

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu
dalam memberikan pelayanan.
1. Tidak cepat
2. Kurang cepat
3. Cepat
4. Sangat cepat

8 Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana
dan prasarana
1. Buruk
2. Cukup
3. Baik
4. Sangat Baik

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran
biaya/tarif dalam pelayanan
1. Sangat mahal
2. Cukup mahal
3. Murah
4. Gratis

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan
pengaduan pengguna layanan
1. Tidak ada
2. Ada tetapi tidak berfungsi
3. Berfungsi kurang maksimal
4. Dikelola dengan baik

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk
pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan
dengan hasil yang diberikan.

1. Tidak sesuai
2. Kurang sesuai
3. Sesuai

4. Sangat sesuai

SARAN DAN MASUKAN :
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2. Hasil Olah Data SKM

IKM Unit pelayanan 3,309 86,031 |
Keterangan : No. Unsur Pelayanan Rata-rata
- U1s.d U4 = Unsur-Unsur pelayanan U1 Kesesuaian Persyaratan 3,200
- NRR = Nilai rata-rata 974 Prosedur Pelayanan 3,173
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat U3 Kecepatan Pelayanan 3,160
-*) = Jumlah NRR IKM tertimbang U4  |Kesesuaian/ Kewaiaran Biava 4.000
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 U5 |Kesesuaian Pelayanan 3,187
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi 93] Kompetensi Petugas 3,200
Juimilah Kussionei yang teiisi U7 Perilaku Petugas Pelayanan 3,233
NRR tertimbang = NRR per unsur x0,111 Us Penanganan Pengaduan 2,980
U9 Kualitas Sarana dan Prasarana 3,647
TKM UNIT PELAYANAN : 86,03 |
Mutu Pelayanan : Baik
Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
B (Baik) : 76,61 - 88,30 D (Tidak Baik) 125,00 - 64,99
% JAWABAN
U1 U2 u3 u4 us ué u7 U8 U9
Tidak Baik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kurang Baik 1,33 1,33 2,67 0,00 2,00 2,00 0,67 18,00 2,00
Raik 77,33 80.00 78,67 0,00 77.33 76,00 75,33 66,00 31,33
Sangat Baik 21,33 18,67 18,67 100,00 20,67 22,00 24,00 16,00 66,67
kosong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tolai Persentase 100 100 100 100 100 100 100 iG0 100
Total Responden [ 150 | 150 | 150 [ 150 | 150 | 150 | 150 | 150 [ 150
JUMLAH JAWABAN
[1}] 112 u3 14 13 ue uz ug o
Tidak Baik 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurang Baik 2 2 4 0 3 3 27 3
Baik 116 120 118 0 116 114 113 99 4/
Sangat Baik 32 28 28 150 31 33 24 100
kosong 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Responden 150 150 150 150 150 150 1 150 150
URUTAN No. Unsur Pelayanan Rata-rata
PERINGKAT W Kesesuaian/ Kewajaran Biaya 4,00
U9 Kualitas Sarana dan Prasarana 3,65
u7 Perilaku Petugas Pelayanan 3,23
us Kesesuaian Persyaratan 3,20
ue Kompetensi Petugas 3,20
U1 Kesesuaian Pelayanan 3,19
Uz Prosedur Pelayanan 3,17
u3 Kecepatan Pelayanan 3,16
us Penanganan Pengaduan 2,98
29,78
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

J1. Raya Tuapejat Km. 04 Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320051 Fax. (0759) 320212

BERITA ACARA KESEPAKATAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK
TINDAK LANJUT SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI INSPEKTORAT TAHUN
2025
Pada hari ini Senin tanggal 20 Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
(20 Oktober 2025) bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Jln.Raya Tuapejat
KM.4 Tuapejat, telah diselenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Awal
rencana Kerja yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana

daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN 1 berita acara ini.
Setelah memperhatikan mendengar dan mempertimbangkan :

a. Pemaparan Rancangan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat di
Inspektorat tahun 2025

b. Tanggapan dan Saran dari peserta Forum Konsultasi Publik

Maka Forum Konsultasi Publik tentang Rancangan Tindak Lanjut Survey
Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Tahun 2025 :

MENYEPAKATI

KESATU : Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat di
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025.

KEDUA : Rancangan isu strategis dan arah peningkat Pelayanan
Publik Tahun 2025.

KETIGA : Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Tindak

Lanjut Survey Kepuasan di Inspektorat Tahun 2025

sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang



(n

merupakan satu kesatuan dan tidak dipisahkan dari

berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunak. £

Q.
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Kesepakatan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah kabupaten

Susunan Keanggotaan Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil

Kepulauan mentawai

No. Nama Perwakilan Unsur Keterangan
Masyarakat

Berlin, SH Ketua Inspektorat

Sakharia Zendrato, S.Pd, Sekretaris Inspektorat
M.AP

3 | Ruddin Purba, S.Sos,MM Anggota Inspektorat

4 | Pusubiat Anggota Masyarakat

5 | Daud Sababalat, S.Pd Anggota Masyarakat

6 | Petrus Sianturi Anggota Masyarakat




Laporan Hasil Tindak Lan

Survei Kepuasan Masyarakat
Periode 2024




BAB I
PENDAHULUAN
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Dalam laporannya World Bank menjelaskan bahwa pelayanan
publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan
kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses
penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas
dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas
partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus
Pengikuiseriaan Masyarakai dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan
publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen
pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai
kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen
tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan
pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan
masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh

penyelenggara peiayanan pubiik.



Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama,
untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan
dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong
penyelenggara  pelayanan menjadi  lebih inovatif = dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur
kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap peiayanan
publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Inspektorat
Kabupaten Kepulauan mentawai perlu menyusun rencana tindak
lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses continuous improvement
dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya
terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.
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DESKKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat periode Tahun
2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur

pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2024

No Unsur ®M Mutu Layanan
1 Persyaratan 3,15 B
2 Sistem, Mekanisme, dan 3,13 B

Prosedur
3 Waktu Penyelesaian 3,05 B
4 Biaya/Tarif 3,99 B
5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 3,00 B
Pelayanan
6 Kompetensi Pelaksana 3,20 B
7 Perilaku Pelaksana 3,30 B
8 Penanganan Pengaduan, Saran, 2,97 (o]
dan Masukan
9 Sarana dan Prasarana 3,72 B

Berdasarkan data di tersebut diatas, dapat terlihat beberapa unsur yang
memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur
tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut
perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan
rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan

baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari




3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga

unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No

o

ioritas
Unsur

Program/Kegiatan

Waktu

T™W | TW
Z

(/]

T™wW

an

Penan«nung
Jawab

Sarana
Prasarana

1. Membuat

program
Pengadaan
sarana Media
elektronik untuk
menyampaikan
informasi kepada
pengguna

layanan

Inspektur

. Pengadaan ruang

layanan beserta
sarana didalamnya

Inspektur

. Membuat layanan

berbasis online

Sekretariat

Waktu

Penyelcsaian

. Pengadaan sarana

berupa Laptop
untuk menunjang
penyeiesaian
layanan

Inspektur

Perilaku
pelaksana

1. Memberikan
sosialisasi kepada
seluruh Pegawai
untuk
meningkatkan
pelayanan secara
optimal

Seluruh
Pegawai di
Lingkunga
n
inspektorat
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BAR IV
KESIMPULAN

sarkan data data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut,

apat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

Kepulauan Mentawai telah

menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (TRL) sebanyak 100%.

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu
disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang
ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah
tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara
lain:

No RIL Strategi Target Penanggu | Stakehol
Penyelesaian Waktu ng Jawab der
Penyelesai Terkait
an
1 Pcngadaan Mcmasukan 3 Bulan PA Rekanan
media RKA pengadaan
elekironik Smart TVdalain
berupa DPA
Smart TV
Pengadaan Memasukan 6 Bulan PPK Rekanan
ruang RKA pengadaan
layanan Smart TVdalam
beserta DPA
sarana
didalam
nya
Pembuatan | Pembuatan Web | 6 Bulan Sekretari | Pengguna
layanan Inspektorat at layanan
berbasis dan
online Masyara
kat
7
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2 Waktu Pengadaan 3 Bulan PA Pengguna
Penyelesaian | sarana berupa Layanan
Laptop untuk
menunjang
percepatan
penyelesaian
layanan
S5 Perilaku Memberi 3 Bulan Semua | Pengguna
Peiaksana sosialisasi dan ASN layanan
pemahaman dan
kepada seluruh masyara
Pegawai untuk kat
meningkatkan
pelayanan
secara optimal

Demikianlah tindaklanjut Survei Kepuasan Masyarakat ini disusun, semoga

dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan mutu layanan di Inspektorat

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Wi, SIH,CGCAE
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